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ABSTRAK:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan
Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang
menolak ajakan suami untuk hubungan biologis dan tinjauan Hukum Islam
terthadap Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri
yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis. Metodologi
penelitian yang dipakai adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan metode pengumpulan data teknik dokumentasi atau studi
kepustakaan dan menggunakan metode analisis data deduktif. Hasil
penelitian yang dapatkan yakni menurut pasal 31 Undang Undang
perkawinan nomor 1 tahun 1974 ialah Hak dan kedudukan isteri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah
tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat termasuk hak dan
kedudukan dalam berhubungan biologis. Menurut hukum Islam, istri tetap
berkewajiban melayani suami, kapanpun dan dimanapun dengan sepenuh
hati jika istri menolak maka istri tidak akan mendapatkan keberkahan dan
durhaka terhadap suami kecuali jika istri mempunyai halangan yang syar’i
seperti haid, nifas dan sakit.

Kata kunci:Tinjauan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawainan Nomor
1 Tahun 1974, Hubungan Biologis
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PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang
luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah
Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan
mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam
undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal
I, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangea) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(Wibisana, 2016).Manusia disyariatkan untuk menikah apabila telah
mampu melakukannya baik secara lahir maupun batin. Dari Anas bin
Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

SU M\gm\w‘dﬂ\MJJMM\ 5;3\3;

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh
agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya
(HR. Al Baihagi, no. 5100).

Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian
tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana
fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro
menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di
masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas
mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan
(Prodjodikoro, 1981).

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan
di dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara
laki laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan
hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang
diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh
masyarakat (Soemiyati, 1999), yaitu: 1) Makna ikatan lahir batin; 2)
Antara laki-laki dan perempuan; 3) Suami dan istri yang membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia; dan 4) Berdasarkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan
pedoman bagi suami isteri yang di dalamnya mengatur tentang hak dan
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kewajiban bagi suami baik hak dan kewjiban bagi individu masing-
masing, dimata hukum dan masyarakat. Jika kita melihat pada pasal 33,
yaitu suami atau istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai,
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sehingga kita
menemukan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dimata hukum.
Namun, perbedaan antara keduanya hanya dalam posisi, yaitu suami
sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan
kemampuanya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur
urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pasal 31 ayat
1, 2 dan 3 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 (Soemiyati, 1999).

Kaitanya dengan ketaatan isteri terhadap suami, dengan melihat
pasal 33 tersebut jika suami tidak memenuhi kewajibanya terhadap istert,
maka isteri berhak untuk tidak melakukan perintah suami, bahkan isteri
mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu pula
sebaliknya, suami memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mengajukan
permohonan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3 (Basyir
& Ahmad, 1980).

Hak seksual adalah salah satu dari hak asasi manusia yang sangat
penting dan pemenuhannya tidak dapat diabaikan sedikitpun. Setiap
manusia--tanpa membeda-bedakan dalam hal apapun, termasuk identitas
seksual, identitas gender, dan orientasi seksual--berhak mendapatkan
pemenuhan hak seksualnya tanpa diskriminasi. Negara dan masyarakat
berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut serta
mempromosikan prinsip non-diskriminasi, prinsip non-kekerasan, dan
prinsip kesetaraan bagi semua orang (Muhammad et al., 2011).

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan
kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati
nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk
menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(PKDRT) adalah salah satu bentuk wusaha pemerintah untuk
menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya
adalah wanita (Milda, 2000). Dalam Hukum Islam seorang istri tidak
boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim,
sebagaimana bunyi hadist dari Abu Hurairah.
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Artinya: “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya,
lalu istri tidak mendatanginya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam
keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi
keinginan suami dalam masalah jima’, sekalipun sang istri dalam keadaan
sibuk dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan
suami atau bersikap masa bodoh terhadapnya.]Jelaslah bahwa persoalan
yang paling substansial manyangkut relasi seksual suami-istri dalam
rumah tangga adalah adanya paham keagamaan yang menganggap bahwa
kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) merupakan keputusan
Allah SWT yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain hirarki kekuasaan
laki-laki (suami) bersifat kodrati, fitrah dan tidak karena adanya alasan
sosiologis ataupun kultural, yang kontekstual dan bisa diubah. Termasuk
sumber keagamaan untuk mendominasi diri suami dan perasaan berkuasa
terthadap istri, sehingga suami menjadikan hal tersebut untuk
melegitimasi bentuk — bentuk kekerasan kepada perempuan dalam hal
perilaku hubungan badan (Khairuddin, 1998).

Keterpaksaan istri untuk melakukan hubungan seksual, bukan
hanya mengakibatkan tidak didapatnya kepuasan seksual saja, akan tetapi
secara psikologis istri akan merasa tertekan karena harus melakukan
sesuatu (hubungan seksual) yang pada dasarnya tidak dikehendaki. Jika
tekanan-tekanan  tersebut berkepanjangan, maka hal itu bisa
mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga. Informasi dari penelitian
yang dilakukan oleh Indiyah tahun 1999 menyatakan bahwa masalah
perceraian 80% adalah karena tidak puas dalam hubungan seksual. Selain
itu sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bukti bahwa 80%
pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual
tidak terpuaskan (Qibtiyah, 2000).

Penolakan yang dilakukan oleh istri, pada dasarnya bukan tanpa
alasan, misalnya istri mempunyai hambatan gairah. Keadaan ini bisa
bersifat fisik ataupun psikologis. Keadaan yang bersifat fisik misalnya
kelelahan badan, kesehatan yang kurang baik, kelemahan vagina sehabis
persalinan. Kemudian keadaan-keadaan yang bersifat psikis antara lain
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depresi, kecemasan, ketegangan berat, hubungan suami istri yang tegang,
keguguran, pengalaman seksual yang mengalami trauma seperti
pemerkosaan dan incest. Adakala pula sebab dari adanya hambatan
gairah tersebut adalah tidak terjadinya rangsangan seksual secara fisik
yang baik (Hermaya, 1992).Apabila isteri tidak mau kekasur suami atau
keluar dari rumah suami tanpa izin, atau tidak mau pindah bersama
suami ketempat tinggal yang layak untuknya atau tidak mau berpergian
bersama suami, maka ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat
tinggal, demikian menurut sebagian besar ulama. Pendapat ini dinyatakan
oleh Imam Malik, Syafi“i dan para ulama ra“yu. Jika isteri telah berhenti
berbuat nusyuz, maka kembalilah hak nafkahnya jika suaminya dimiliki,
karena hilangnya hal yang menggugurkan nafkah dan terjadinya
kepasrahan dari pihak isteri (Al-Yasin, 2017).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa
ayat 34.

oabsE e AR T Lt e 23t 4 4% G LT e Sy s
G Gle S8 ST bl AT Y6 2801 DG 543 s prtiand)

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan
nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah
mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak
ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang
kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada
mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau
perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah
Mahatinggi, Mahabesar.

Ath-Thabari menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 di atas kemudian
menyimpulkannya : Ayat yang menyatakan bahwa “pria adalah pemimpin
bagi wanita” berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan kaum wanita,
meletakan wanita pada tempatnya jika hal itu berkaitan dengan kewajiban
kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan
kepada sebagian di antara anda, atas yang lainnya. Kewenangan ini
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menurut A-Thabari adalah hasil sadaq (mas kawin) yang dibayar kaum
pria kepada istrinya. Ketika kontrak perkawinan dilakukan, dan dari
nafkah. Kaum pria mengeluarkan kekayaaannya untuk kaum wanita,
maka mereka memiliki kewenangan atas wanita. Meskipun semua ahli
sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, namun tidak ada kesatuan
pendapat mengenai seberapa besar kewenangan kaum pria, terutama
dalam masalah nusyuz, pemberontakan dalam soal seks (Mernisi,
1994).Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan
mengkaji tentang Penolakan Hubungan Biologis yang dilakukan oleh
Istri terhadap Suami. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian
mengenai : “Tinjavan Hukum Islam terhadap Undang Undang
Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami
untuk hubungan biologis”.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk mengetahui penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam
terthadap Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang istri
yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis secara lebih rinci
telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Ani Mulyani yakni skripsi tentang Penolakan Istri terhadap ajakan
hubungan seksual suami dalam perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.
Penelitian ini berfokus kepada hukum dengan pendekatan usul al-Figh,
khususnya mengenai teori tentang Maqasid Asy-Syari’ah yang memiliki
orientasi kepada kemaslahatan. Dalam wusul al-figh, kemaslahatan
mempunyai cakupan pokok terhadap lima sendi kehidupan, yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta (Mulyani, 2004).

Penelitian selanjutnya yakni oleh Inelda Apriani dengan tesis
tentang Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan
Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam dengan
Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya. Pada penelitian ini di jelaskan
bahwasannya nusyuz menurut fuqaha tidak sama antara satu dengan yang
lainnya, dan Batasan Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
ketika seorang istri memiliki sikap tidak mau melaksanakan kewajibannya
yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan
rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Apriani, 2019).

Penelitian oleh Nur Khairunisa yang berjudul Dampak Nusyuz
dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum,
berdasarkan wuraian perumusan masalah penelitian, maka tujuan
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penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, menjelaskan secara
terperinci apa yang dimaksud dengan nusyuz baik nusyuz istri atau suami.
Kedua, menjelaskan bagaimana dampak nusyuz terhadap keharmonisan
rumah tangga, dan bagaimana dampak nusyuz terhadap sosiologi hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data-data
yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari
metode penelitian kuallitatif (Khairunisa, 2020). Selanjutnya penelitian
yang dilaksanakan oleh Veratih Iskadi Putri dengan skripsi Tinjauan
Fikih terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual suami kepada istri
pada penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk bentuk pemaksanaan
hubungan seksual suami terhadap istri perspektif figh antaranya yakni
‘azl, lalu bentuk-bentuk pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap
Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT antara lain
ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada
saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan
cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan (Putri, 2011).

Di dalam naskah Publikasi yang di susun oleh Muhammad Hasbi
dengan judul Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif
Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Tentang Batas Ketaatan
Isteri Terhadap Suami dijelaskan bahwa Islam telah mengatur tentang
hak-hak dan kewajiban bersama yang ditimbulkan karena adanya ikatan
perkawinan tersebut, seperti halalnya bergaul (bermesraan) antara suami
isteri, terjadi hubungan mahrom semenda, saling waris mewarisi antara
suami isteri. Disamping itu ada kewajiban yang spesifik dibebankan
kepada suami yang akan menjadi hak yang harus didapatkan oleh si isteri
seperti, suami harus memberi mahar, memberi nafkah keluarga serta
memberi perlindungan kepada keluarga, mendidik isteri. Disisi lain
isteripun mempunyai kewajiban yang harus dia laksanakan semaksimal
mungkin, yang akan menjadi hak bagi suami misalnya, tidak boleh
menolak ajakan suami ketempat tidur, tidak memasukkan orang lain ke
dalam rumah disaat suami tidak ada serta wajib taat dan patuh kepada
suami sepanjang tidak mengandung unsur maksiat dan dosa kepada Allah
Swt (Hasbi, 2013).
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METODOLOGI PENELITTAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif.
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan pendekatan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini temasuk jenis
penelitian penelitian dokumenter (documenter research), karena data
yang dibutuhkan dari bahan pustaka yaitu sumber datanya. Yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai
litelatur yang relevan dengan judul penelitian (Sutrisno, 1991).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan
menelusuri kemudian dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang
benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang benar (Surakhmad,
1985). Metode penelitian yang dipakai peneliti ialah studi pustaka dan
bersifat deskriptif analitik.

SUMBERDATA

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan
informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan
data skunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data metode dokumentasi yaitu cara
pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan — bahan
penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan
lain-lain  (Nawawi, 2003). Menurut peneliti bahwasannya teknik
pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik pengumpulan data metode dokumentasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode deduktif yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan
umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio
(Sudjana, 1991). Metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis suatu
masalah yang berangkat dari penolakan istri terhadap ajakan hubungan
biologis suami, untuk kemudian dikaitkan dengan perspektif hukum
Islam dan hukum positif Undang Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMI

UNTUK HUBUNGAN BIOLOGIS

Dari kalangan ahli figh, seks adalah barang suci/sakral yang
diciptakan tuhan untuk menjamin keturunan (procreation). Sementara
masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk
reproduksi juga untuk dinikmati (pleasure) karena itu merupakan salah
satu nikmat Tuhan. Pandangan semacam ini juga memperngaruhi konsep
pernikahan, di mana pandangan pertama yang dipelopori oleh madzhab
Syaf’l mendefinisikan pernikahan sebagai aqd tamlik (Kontrak
pemilikan). Jadi suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat
seks yang ada pada tubuh si istri.

Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah
aqdh ibadah (kontrak menghalalkan sesuatu) yang semula dilarang. Istri
tetap mempunyai otonomi terhadap perangkat seksnya. Jadi urusan seks
tergantung mempelai berdua, baik kapan waktunya dan bagaimana pun
caranya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami
untuk berhubungan seksual adalah sebuah keharusan kapan pun dan
sesibuk apa pun. Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri dalah
melayani kebutuhan seksualitas suami. Pendapat mereka didasarkan pada
hadis Nabi yang mengatakan, bahwa : “Bila seorang suami mengajak
istrinya (untuk berhubungan seksual) maka penuhilah dengan segera
sekali pun istri sedang sibuk di dapur”. (H.R At-Tirmizi dan Ibn Majah).
Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama),
meskipun dia sedang di punggung unta.

Berdasarkan hadis tersebut mereka mengatakan bahwa melayani
kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapar
ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam
keadaan haid dan nifas. Namun tidak boleh menjauhinya karena suami
pun juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam
keadaan haid dan nifas.

Dalam syarah Uqud al-Lujain halaman 4 dikatakan bahwa jika istri
menunda nunda melayani ajakan suami, maka semua amal baik istri dapat
terhapuskan dan diancam dengan siksaan yang amat berat. Pernyataan ini
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mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Berkata :
“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Walaupun seorang
istri setiap harinya aktif mengerjakan shalat malam dan puasa sunnah,
tetapi tatkala diajak ke tempat tidur oleh suaminya (untuk berhubungan
seksual) ia menundanya satu saat (satu jam saja) niscaya pada hari kiamat
ia akan diseret dengan rantai dengan tangan terbelenggu, ia dikumpulkan
bersama dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan.

Jadi, dari hadis-hadis tersebut, para ulama ini menyimpulkan bahwa
seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapan pun dan di
mana pun istri harus melayani ajakan suaminya. Kedua jika si istri
menunda atau menolak ajakan suami maka ia akan rugi dan celaka baik di
dunia maupun di akhirat. Di dunia dilaknat malaikat dan di akhirat ia
akan diseret ke neraka bersama dengan setan-setan yang menghinakan.

Maka dapat disimpulkan menurut temuan diatas bahwa Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami Untuk Hubungan
Biologis ialah berbanding lurus dengan prinsip hak dan kewajiban antara
suami dan istri bahwasannya suami berhak mendapatkan hak biologis
sebagaimana istri juga berhak mendapatkan nafkah lahiriyah dan
batiniyah, maka suami dan istri sama-sama mempunyai andil dalam
berumah tangga dan dalam hak hubungan biologis sehingga suami
berhak mendapatkan hak biologis dan istri juga berhak untuk
menolaknya. Tetapi dalam Islam dikatakan bahwasannya istri wajib
hukumnya untuk melayani suami selagi istri tidak ada halangan yang syari
dan tidak boleh istri menolak ajakan suami.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 BAB VI
Pasal 31 menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan
kewajiban yang seimbang atau sama dalam berkehidupan berumah
tangga dan bermasyarakat, termasuk soal berhubungan biologis
walaupun dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan tetapi
pasal ini bisa menjadi rujukan/pedoman bagi suami dan istri dalam
berumah tangga.

Diperjelas dalam pasal 33 dikatakan bahwa suami istri wajib saling
mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin. Di dalam
pasal ini sudah cukup terlihat jelas bahwa suami dan istri memiliki
peranan  nya  masing-masing, suami  membutuhkan  nafkah
bathin/biologis dan istti membutuhkan nafkah lahir. Tetapi tidak
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menutup kemungkinan bahwa istri juga sangat membutuhkan nafkah
bathin/biologis.

Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya
dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga, jika suami atau istri
melalaikan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan, termasuk soal wurusan hubungan biologis jika istri
melalaikan/menolak tidak disertai alasan yang kuat maka suami dapat
menggugatnya ke pengadilan.

Berbeda dalam hukum Islam disebutkan oleh berbagai ahli figh dan
para ulama bahwasannya istri sama sekali tidak boleh menolak ajakan
suami dalam berhubungan biologis, malahan ada hadist yang mengatakan
bahwa jika istri menolak ajakan suami dalam berhubungan biologis maka
istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat. Istri tidak diperbolehkan
menolak, jika istri dalam keadaan sehat dan baik secara fisik maupun
psikologis. Hal ini disebabkan kedua belah pihak. Baik istri ataupun
suami dalam posisi sama-sama memiliki hak untuk menikmati hubungan
seksual. Karena relasi seksual merupakan relasi yang bersifat mutual atau
saling memberi dan menerima. Tidak ada dominasi dari salah satu pihak
baik suami ataupun istri dalam kehidupan rumah tangga (keluarga).
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